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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 158/PMK.06/2013 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR 174/PMK.06/2010 TENTANG PEJABAT LELANG KELAS I 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesi pejabat 
lelang Kelas I serta meningkatkan pelayanan lelang 
yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, adil, 
dan menjamin kepastian hukum, perlu melakukan 
penyempurnaan ketentuan mengenai Pejabat Lelang 
Kelas I; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang 
Pejabat Lelang Kelas I; 

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 106/PMK.06/2013;  

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/ 
2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I; 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR 174/PMK.06/2010 TENTANG PEJABAT LELANG 
KELAS I. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I diubah sebagai berikut:   
1. Ketentuan Pasal 3 huruf b dan huruf e diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
Pasal 3 

Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas I sebagai 
berikut: 
a. sehat jasmani dan rohani; 
b. berpendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau yang disetarakan, 

diutamakan bidang hukum, ekonomi manajemen/akuntansi, 
atau penilai; 

c. berpangkat paling rendah Pengatur (Golongan II/c); 
d. lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) Pejabat Lelang, Diklat 

Lelang II, Diklat Lelang III, atau DPT III PPLN; dan 
e. tidak sedang menjalani “hukuman disiplin sedang atau berat” 

atau tidak pernah menjalani “hukuman disiplin berat”, yang 
dinyatakan dengan surat keterangan dari atasan setingkat eselon 
III dalam unit kerja yang bersangkutan. 

2. Ketentuan Pasal 4 huruf a dan huruf d diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 4 
Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas I diusulkan oleh Kepala 
KPKNL/Kepala Kantor Wilayah/Pejabat Eselon II Kantor Pusat DJKN 
dengan disertai dokumen persyaratan yang meliputi: 
a. fotokopi ijazah sarjana (S1) atau yang disetarakan; 
b. fotokopi surat keputusan kepangkatan terakhir; 
c. fotokopi sertifikat kelulusan Diklat Pejabat Lelang, Diklat Lelang 

II, Diklat Lelang III, atau DPT III PPLN; dan 
d. surat keterangan dari atasan setingkat eselon III dalam unit kerja 

yang bersangkutan yang menerangkan bahwa tidak sedang 
menjalani “hukuman disiplin sedang atau berat” atau tidak 
pernah menjalani “hukuman disiplin berat”. 
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